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RINGKASAN 

Alya Qatrunnada. September 2023. HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN 

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. Skripsi Program Sarjana Studi 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. 

Pembimbing Utama: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. dan Pembimbing 

Pendamping: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. 

Hak restitusi merupakan wujud dari terealisasinya tanggung jawab sosial pada diri 

pelaku tindak pidana. Dalam hal ini restitusi yang dimaksud tidak hanya terkait 

dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, melainkan restitusi 

hadir juga sebagai jaminan bagi perbaikan kehidupan korban. Konsep restitusi 

diberikan pelaku kepada mereka yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat 

tindak pidana yang dialaminya. Restitusi sebagai hak korban tindak pidana 

kekerasan seksual telah diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, akan tetapi dalam undang-undang 

ini belum dijelaskan secara rinci mengenai mekanisme restitusi yang menjadi hak 

korban, begitu pula pada praktiknya restitusi masih belum dilaksanakan secara 

optimal. Adanya regulasi yang masih belum jelas mengenai restitusi akan 

menghambat pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan 

seksual. 

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisa mekanisme hak restitusi 

terhadap korban tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan melihat upaya apa saja yang dapat 

dilakukan dalam mengatasi kelemahan-kelemahan pada Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar pemenuhan hak 

korban dapat dilakukan secara optimal. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yang menggunakan sifat 

penelitian preskritif dengan memaparkan dan menjelaskan aturan hukum yang ada 

melalui metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) khususnya 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 

1. Restitusi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak 

Pidana Kekerasan seksual telah diatur dalam pasal 30, yang mana korban 

kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan haknya berupa ganti kerugian 

yang harus dibayarkan pelaku tindak pidana kekerasan seksual melalui 

restitusi. Namun dalam undang-undang ini juga memuat adanya batasan 
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yang diwajibkan hakim dalam menetapkan besarnya hak restitusi pada 

bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diancam pidana empat tahun atau 

lebih, semestinya hakim juga wajib menetapkan restitusi tanpa dibatasi 

ancaman pidananya. 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual memandatkan tata cara pengajuan restitusi dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dalam mengatasi 

kelemahan undang-undang ini diperlukan adanya perbaikan dan 

penyempurnaan ketentuan mengenai restitusi yang dapat diakomodasi 

melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden kedepannya yang 

harus diselaraskan dengan kesiapan Aparat Penegak Hukum, LPSK dan 

pihak yang berkepentingan lainnya agar tidak meninggalkan sejumlah 

korban yang hak restitusinya belum terakomodasi karena apapun bentuk 

kekerasan seksual yang dialami korban dapat meninggalkan kerugian 

materil dan/immateril pada korban dan keluarga korban. 
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ABSTRAK 

Restitusi sebagai hak korban tindak pidana kekerasan seksual telah diatur pada 

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual, akan tetapi dalam undang-undang ini masih belum memberikan 

pemenuhan hak korban secara maksimal. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk 

menganalisa mekanisme hak restitusi terhadap korban tindak pidana dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

dan melihat upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi kelemahan-

kelemahan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yang 

menggunakan sifat penelitian preskritif dengan memaparkan dan menjelaskan 

aturan hukum yang ada melalui metode pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) khususnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa: Pertama, undang-

undang ini memuat adanya batasan yang diwajibkan hakim dalam menetapkan 

besarnya hak restitusi pada bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diancam pidana 

empat tahun atau lebih, semestinya hakim juga wajib menetapkan restitusi kesemua 

bentuk kekerasan seksual tanpa dibatasi ancaman pidananya dan juga masih belum 

sepenuhnya menjamin pemenuhan restitusi sebagai hak korban karena masih ada 

mekanisme restitusi yang membebani korban. Kedua, diperlukan penyempurnaan 

ketentuan mengenai restitusi yang dapat diakomodasi melalui Peraturan Pemerintah 

atau Peraturan Presiden yang juga harus diselaraskan dengan kesiapan Aparat 

Penegak Hukum, LPSK dan pihak yang berkepentingan lainnya agar tidak 

meninggalkan sejumlah korban yang hak restitusinya belum terakomodasi karena 

apapun bentuk kekerasan seksual yang dialami korban dapat meninggalkan 

kerugian materil dan/immateril pada korban dan keluarga korban. 

 

Kata Kunci (keyword) : Restitusi, Hak Korban, Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 
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